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ABSTRAK 

 

Muhammad Laksamana Batubara (2024): Peran Kepala Desa Dalam 

Pembangunan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa Di Desa Lubuk 

Jering Kecamatan Sungai Mandau 

Kabupaten Siak Perspektif Fiqih 

Siyasah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil Obsevasi (pengamatan) yang 

dilakukan peneliti di desa Lubuk Jering kabupaten Siak bahwasanya ditemukan 

gejala-gejala yang terjadi di desa seperti masih ada pembangunan sarana dan 

prasarana desa yang belum terlaksana seperti belum adanya renovasi jalan rusak 

di berbagai titik di desa yang mengalami kerusakan yang berat yang menyebabkan 

Sebagian Masyarakat enggan untuk melewati jalan tersebut dan pengelolaan 

BUMDES yang kurang baik, sehingga yang awal bisa menjadi lapangan 

pekerjaan buat warga untuk menjaga BUMDES menjadi tidak ada. 

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepala Desa 

dalam pembangunan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa di desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, 

apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Desa dalam Pembangunan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Lubuk 

Jering Kabupaten Siak. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di 

desa Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara dilapangan 

yakni 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BAPEKAM, 

1 orang Ketua Kaur Pembangunan Desa. Data sekunder berupa jurnal hukum, 

artikel hukum yang masih berkaitan dengan dengan tema, informan dalam 

penelitian ini berjumlah 4 orang informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kepala desa Lubuk Jering 

Kabupaten Siak masih kurang berperan dalam Pembangunan desa. Adapun 

kesimpulan penelitian ini adalah masih adanya faktor penghambat dalam 

melakukan Pembangunan di desa seperti anggaran dana dan partisipasi 

Masyarakat dalam menjaga fasilititas yang sudah diberikan ataupun yang sedang 

berjalan. Menurut perspektif fiqih siyasah terhadap peran peran Kepala Desa 

dalam pembangunan desa sudah di jalankan dengan baik, hal ini bisa dilihat 

amanah yang diberikan juga sudah dijalankan dengan baik sesuai prinsip fiqih 

siyasah tanfiziyah yaitu mengutamakan kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik 

sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari  

negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi 

daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah- 

daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun 

demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk 

menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.
1
 

Desentralisasi dalam konteks negara kesatuan lebih diarahkan pada 

penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah 

adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan 

dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan 

caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan 

pusat yang sudah berlaku.
2
 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, 

pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

                                                           
1
Utang Rosidin, Otonomi Dan Desentraliasasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), cet. Ke 

3, h. 43. 

2
Faisal, Otonomi Daerah: “Masalah Dan Penyelesaiannya di Indonesia”, Jurnal 

Akuntansi, Vol. 4 No. 2, (2016), h. 208. 
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kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan.
3
 

Desentralisasi merupakan usaha supaya kekuasaan tidak menumpuk 

pada pemerintah nasional (pemerintah pusat) namun didistribusikan pada 

tingkat pemerintahan dibawahnya yaitu daerah-daerah provinsi yang dibagi 

lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan daerah kota mempunyai lembaga pemerintah daerah yang 

diatur dengan undang-undang. Semua urusan pemerintahan habis dibagi 

kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa 

merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat 

secara nyata (street level bureucrats).
4
 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di 

dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan Masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang  

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) di jelaskan Pemerintahan Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

                                                           
3
Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.  

4
Achmad Mansyur, Manajemen dan Tata Kelola Desa Persepktif Regulatif dan Aplikatif, 

(Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), cet. Ke 2, h. 1. 



 

 

 

3 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

Pemerintah desa adalah kepala desa dan  dibantu oleh perangkat desa. 

Kepala desa harus bekerja sama dengan  perangkat desa yang lainnya 

maupun dengan aparat pemerintah lain diatasnya dalam menyelesaikan 

kewajiban dan komitmen mereka untuk kemajuan desa.  

Tugas Kepala Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Pasal 26 Ayat (1) Tentang Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa,dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan Pasal 78 dalam Undang-

Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan.
6
 

Rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk 

membangun desa dengan harapan menjadi desa yang maju dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu komponen penyelenggaraan 

                                                           
5
Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, Pasal 1 ayat (1), h, 2. 

6
Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 5495, Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 78, h, 13-43.  
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pemerintahan desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Kepala desa bertanggung 

jawab untuk menyelesaikan perbaikan di wilayahnya dan menangani semua 

kebutuhan warganya. Fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di lingkungan 

desa guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung 

berbagai aktivitas meliputi dua jenis, yaitu sarana dan prasarana desa. 

Menurut Peraturan Menteri Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 22 

tahun 2008, prasarana dasar adalah kelengkapan fisik lingkungan 

permukiman yang memungkinkan dan dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Sedangkan sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang 

berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembagan kehidupan ekonomi 

sosial dan budaya.
7
 

Pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan 

prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan 

ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan 

meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar 

wilayah.
8
 

Sebagai bagian dari pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa memiliki peran yang 

sangat penting dalam mendukung kegiatan manusia di tingkat nasional, 

                                                           
7
Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 

22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, 

Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Berita Negara 2008, Nomor 22. 

8
Guanawan Arif Wibowo, “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk 

Pembbangunan Sarana dan Prasarana Desa (Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten 

Kediri)”, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 13 (3): September 2017, h. 322 
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sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu pembenahan yang dilakukan 

oleh Pemerintahan desa dalam bidang sarana dan prasarana desa harus harus 

sesuai dengan kebutuhan daerah setempat, dan pengaruh dari kemajuan 

pembangunan tersebut dapat dapat dirasakan masyarakat sehingga 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah dapat tercapai.
9
 

Pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa meliputi: 

1. Pelayanan Sosial (social services), seperti sekolah, klinik, puskesmas, 

rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah. 

2. Fasilitas Sosial (social facilities), seperti tempat peribadatan, 

persemayaman, Gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat 

bermain/ruang terbuka, pertokoan, pasar, warung, kakilima dan 

sebaginya. 

3. Prasarana lingkungan meliputi jalan dan jembatan, air bersih, jaringan 

listrik, jaringan telepon, jaringan air kotor dan persampahan.
10

 

Kemajuan pembangunan sarana dan prasarana desa salah satu 

adalah usaha yang berada di bawah kekuasaan pemerintah desa. Tentunya 

pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan pembiayaan atau sumber 

pendapatan desa. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten atau kota merupakan salah satu sumber pendapatan 

desa. Dana tersebut dibagikan secara proporsional kepada masing-masing 

desa, dengan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) masuk ke dalam 

                                                           
9
Asteryna Anindita, dkk. “Pelaksanaa Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan 

Sebagia Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang “, Jurnal 

Administrasi Publik (JAP). Vol, 1. No.5 h. 856.  

10
Ibid. 
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alokasi dana desa. Selain itu, anggaran alokasi dana desa akan digunakan 

untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan otonomi desa agar dapat 

dimanfaatkan secara maksimal di perdesaan untuk pelayanan, pertumbuhan, 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa 

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan bantuan dana 

desa. Sedangkan alokasi dana desa bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, 

meredakan ketegangan, memberdayakan masyarakat desa, mendorong 

pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan keadilan dan kearifan 

lokal, meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya 

dalamrangka peningkatan kesejahteraan sosial, meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan kemandirian dan gotong 

royong masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa dan 

masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa, 30% 

alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan 

pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, 

biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% 

dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk 

mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat 

desa, BUMDES, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, 
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serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, 

RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.
11 

Pasal 127 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa juga menyatakan bahwa upaya 

pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengembangkan sistem 

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pembangunan desa. Sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya tercantum pada pasal 83 ayat 2 dan 3 

yang berbunyi: 

Ayat 2: 

Pembangunan Kawasan perdesaan dilaksanakan dalam Upaya 

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, Pembangunan, dan 

pemberdayaan Masyarakat Desa di Kawasan perdesaan melalui pendekatan 

Pembangunan partisipatif. 

Ayat 3: 

Pembangunan Kawasan meliputi: 

a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan 

Kawasan Pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota. 

b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat pedesaan. 

c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan 

                                                           
11

Imanuel N. Tadanugi, “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan 

Sarana dan Prasarana di Desa Bo‟e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso”, Jurnal Ilmiah 

Administratie, Vol.12, No.1, Edisi: Maret 2019, h. 54. 
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pengembangan teknologi tepat guna. 

d) Pemberdayaan Masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap 

pelayanan dan kegiatan ekonomi.
12

 

Pemerintah desa dalam Islam dikategorikan sebagai al-Imamah atau 

ulil amri yang dalam hal kebijakan dan wewenang tetap berpegang teguh 

terhadap ketentuan yang berlaku dalam Syari‟at Islam. Dengan begitu 

pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah 

tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak 

berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan 

terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas 

skill dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi 

yang terdapat di desa.
13

 

Dalam Fiqih Siyasah, kata imamah biasanya diidentikkan dengan 

khilafah. Keduanya menunjukan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam 

Negara Islam. Sedangkan Menurut al-Mawardi, Imamah dibutuhkan untuk 

menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur 

kehidupan dunia. Para pemegang kekuasaan sering juga disebut Wulat al-

mar artinya pemerintahan, Waliyul amr artinya orang yang memiliki 

wewenang dan   kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas, 

sedangkan ulil amri artinya para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. 

                                                           
12

op.cit., hlm. 4-5. 

13
Sulaiman, : “Tinjauan Fiqh Siyasah Al-Dusturiyah Terhadap Implementasi 

Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Menurut UU 

No.6 Tahun 2014”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum 

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019).h. 4. 
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Waliyul amri oleh ulama disamakan dengan ulil yang disebut dalam al-

Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 83:
14

 

نَ الَْْمْنِ اوَِ الْْوَْفِ اذََاعُوْا بوِ   الْْمَْرِ  اوُلِ  وَاِلٰ  الرَّسُوْلِ  اِلَ  رَدُّوْهُ  وَلَوْ وَاِذَا جَاۤءَىُمْ امَْرٌ مِّ
هُمْ  هُمْ  يَسْتَ نْبِطوُْنوَ الَّذِيْنَ  لَعَلِمَوُ  مِن ْ وِ  فَضْلُ  وَلَوْلَْ  مِن ْ يْطٰنَ  وَرَحْْتَُهلََت َّبَ عْتُمُ  عَلَيْكُمْ  اللّٰ  الشَّ

 قلَِيْلًَ  اِلَّْ 
Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka 

menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan 

dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau 

tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 

kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di 

antaramu)”. (Q.S. An-Nisa'/4: 83).
15

 

 

Dalam Kitab Tafsir al-Misbah M.Quraish Shihab menafsirkan ayat 

di atas bahwa sebelum menyebarluaskan berita seharusnya kita kembalikan 

kepada Rasul dan ulil amri. Dalam ayat ini ulil amri diartikan sebagai para 

penanggung jawab satu persoalan atau yang mengetahui duduk persoalan 

sebenarnya yang dialami umat muslim.
16

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

menyebarkan suatu berita secara terang-terangan baik berita baik atau berita  

buruk deingan maksud meinimbulkan keibingungan dan keisalahpahaman 

itu meirupakan   sikab   buruk. Maka dari   itu,   seibeilum   meinyeibarkan   

atau meindukung dan meinolak beirita apapun, seibaiknya dikeimbalikan 

                                                           
14

Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah 

Fikih Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”,Jurnal al-Daulah, Vol. 10, No.2, Desember 2021 

h.6. 

15
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Bintang Indonesia, 2011), h. 91. 

16
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Jilid 2, 

(Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016), h. 530. 
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keipada Ulil Amri yang   meingeitahui   pokok peirmasalahannya.   seihingga   

kita dapat meinyeibarkannya atau meimbungkamnya meimbeinarkannya atau 

meimbantahnya, dan beirtindak deingan teipat. Ulil Amri adalah seiseiorang 

yang meimiliki keiweinangan untuk meimimpin masyarakat. Seibagai 

peimeigang keikuasaan yang sah, Ulil Amri harus ditaati oleih masyarakat. 

Namun, tidak ada keiwajiban bagi kita untuk meimatuhi undang-undang 

atau peirintah yang maksiat. 

Deisa Lubuk Jeiring Kabupatein Siak meirupakan deisa yang 

beirkeimbang baik dalam peimbeirdayaan manusia, sarana prasarana, 

Peimbangunan dan lain seibagainya. Keipala Deisa sangat inteins dalam 

meilaksanakan peimbangunan deisa. Dalam meilaksanakan Peimbangunan deisa, 

Keipala Deisa meingacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 

ayat 2 dan 3 

Beirdasarkan Obseivasi (peingamatan) yang dilakukan di Deisa Lubuk 

Jeiring Kabupatein Siak bahwasannya masih meineimukan geijala-geijala yang 

teirjadi di lapangan seibagai beirikut: 

1. Peingeilolaan BUMDEIS yang kurang baik, seihingga yang awal bisa 

meinjadi lapangan peikeirjaan buat warga untuk meinjaga BUMDEIS 

meinjadi tidak ada. 

2. Masih ada peimbagunan saran dan prasarana deisa yang beilum teirlaksana 

seipeirti beilum adanya reinovasi jalan rusak di beirbagai titik di deisa yang 

meingalami keirusakan yang beirat yang meinyeibabkan Seibagian 

Masyarakat einggan untuk meileiwati jalan teirseibut.  
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Dari peinjeilasan diatas kita dapat meilihat bahwasannya tidak seimua 

weiweinang yang diseibutkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

pasal 26 mampu dilaksanakan deingan baik oleih Keipala Deisa Lubuk Jeiring. 

Deingan uraian diatas maka peinulis teirtarik untuk meilakukan kajian ilmiah 

meilalui peineilitian dan seilanjutnya dituangkan dalam beintuk skripsi, untuk itu 

maka peinulis meimilih judul: “PEIRAN KEIPALA DEISA DALAM 

PEIMBANGUNAN BEIRDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 

TAHUN 2014 TEINTANG DEISA DI DEISA LUBUK JEIRING 

KEICAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEIN SIAK 

PEIRSPEIKTIF FIQIH SIYASAH”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk meinghindari keisalahpahaman dan keikeiliruan dalam peineilitian 

ini maka peirlu adanya batsan masalah, Adapun masalah yang difokuskan 

pada peineilitian ini yakni peiran keipala deisa dalam peimbangunan beirdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teintang Deisa pasal 26 di deisa Lubuk 

Jeiring keicamatan Sungai Mandau kabupatein Siak, dan faktor-faktor yang 

meimpeingaruhi peiran keipala deisa dalam Peimbangunan beirdasarkan undang-

undang nomor 6 tahun 2014 teintang deisa di deisa Lubuk Jeiring keicamatan 

Sungai Mandau kabupatein Siak, seirta peirspeiktif fiqih siyasah teirhadap peiran 

keipala deisa dalam peimbangunan beirdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 teintang Deisa pasal 26 di deisa Lubuk Jeiring keicamatan Sungai 

Mandau kabupatein Siak.  
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C. Ruimuisan Masalah  

Beirdasarkan uiraian peindahuiluian diatas maka yang meinjadi 

peirmaslahan dalam peineilitian ini dapat diruimuisakan seibagai beirikuit  

1. Bagaiamana Peiran Keipala Deisa dalam peimbanguinan deisa beirdasarkan 

UIndang-uindang Nomor 6 Tahuin 2014 teintang deisa di deisa Luibuik jeiring 

keicamatan Suingai Mandaui Kabuipatein Siak? 

2. Apa faktor-faktor yang meimpeingaruihi Peiran Keipala Deisa dalam 

peimbanguinan deisa beirdasarkan UIndang-uindang Nomor 6 Tahuin 2014 

teintang deisa di deisa Luibuik jeiring keicamatan Suingai Mandaui Kabuipatein 

Siak? 

3. Bagaimana peirspeiktif fiqih siyasah teirhadap Peiran Keipala Deisa dalam 

peimbanguinan deisa beirdasarkan UIndang-uindang Nomor 6 Tahuin 2014 

teintang deisa di deisa Luibuik jeiring keicamatan Suingai Mandaui Kabuipatein 

Siak   

 

D. Tuijuian dan Manfaat Peineilitian  

1. Tuijuian Peineilitian  

Beirdasarkan ruimuisan masalah diatas, maka tuijuian peineilitian 

yang akan dicapai dalam peinuilisan ini adalah:   

a. UIntuik meingeitahuii Peiran Keipala Deisa dalam peimbanguinan deisa 

beirdasarkan UIndang-uindang Nomor 6 Tahuin 2014 teintang deisa di 

deisa Luibuik jeiring keicamatan Suingai Mandaui Kabuipatein Siak. 

b. UIntuik meingeitahuii faktor-faktor yang meimpeingaruihi Peiran Keipala 

Deisa dalam peimbanguinan deisa beirdasarkan UIndang-uindang Nomor 
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6 Tahuin 2014 teintang deisa di deisa Luibuik jeiring keicamatan Suingai 

Mandaui Kabuipatein Siak.  

c. UIntuik meingeitahuii peirspeiktif fiqih siyasah teirhadap Peiran Keipala 

Deisa dalam peimbanguinan deisa beirdasarkan UIndang-uindang Nomor 

6 Tahuin 2014 teintang deisa di deisa Luibuik jeiring keicamatan Suingai 

Mandaui Kabuipatein Siak.  

2. Manfaat peineilitian  

Beirdasarkan pada tuijuian peineilitian yang teiruirai di atas, manfaat 

dalam peineilitian ini yakni: 

a. Manfaat Teioritis 

Dari seigi keiilmuian diharapkan peineilitian ini dapat meinambah 

khazanah ilmui peingeitahuian dan meimpeirkaya liteiratuir bagi siapa saja 

yang teirtarik deingan peimbahasan topik teirseibuit. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peinuilis, meinjadi bahan masuikan agar dapat meinambah 

wawasan dan peingeitahuian peinuilis dalam meilakuikan peineilitian. 

2. Seibagai salah satui syarat bagi peinuilis uintuik meinyeileisaikan 

peirkuiliahan program SI Fakuiltas Syariah dan Huikuim, Juiruisan 

Huikuim Tata Neigara Siyasah pada UIniveirsitas Islam Neigeiri Suiltan 

Syarif Kasim Riaui. 
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BAB II 

KAJIAN PUISTAKA 

 

A. Keirangka Teiori 

1. Peiran Keipala Deisa 

Peiran adalah seipeirangkat tingkah lakui yang diharapkan oleih orang 

lain teirhadap seiseiorang seisuiai keiduiduikannya dalam suiatui sisteim. Arti 

peiranan dalam KBBI ialah peiranan adalah bagian dari tuigas uitama yang 

haruis dilksanakan.
17   

Peiran meinuiruit (Soeikanto, 2009:212-213) adalah proseis dinamis 

keiduiduikan (statuis). Apabila seiseiorang meilaksanakan hak dan 

keiwajibannya seisuiai deingan keiduiduikannya, dia meinjalankan suiatui 

peiranan. Peirbeidaan antara keiduiduikan deingan peiranan adalah uintuik 

keipeintingan ilmui peingeitahuian. Keiduianya tidak dapat dipisahpisahkan 

kareina yang satui teirgantuing pada yang lain dan seibaliknya. Seidangkan 

meinuiruit Meirton dalam Raho (2007:67) meingatakan bahwa peiranan 

dideifinisikan seibagai pola tingkah lakui yang diharapkan masyarakat dari 

orang yang meinduiduiki statuis teirteintui.18 

Keipala deisa adalah peimimpin formal kareina ia meineirima 

peingangkatan reismi dari peimeirintah. Peinyeileinggaraan peimeirintahan 

deisa akan leibih suikseis jika peilaksanaannya tidak hanya didasarkan 

                                                           
17

Dendy Sugono, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta, 2008), h. 1155  

18
Khairul Agusliansyah, “Peran Keipala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUIMDes) Di Desa Jempara Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, dalam Jurnal Ilmui 

Pemerintahan, Volumei 4., No. 4., (2016). h. 1787  
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keipada peiratuiran-peiratuiran, teitapi dituinjang puila deingan dasar huibuingan 

pribadi, huibuingan batin dan keipeimimpinan. Seiorang peimimpin 

meimpuinyai keimampuian uintuik meimancarkan peingaruihnya teirhadap 

orang lain seideimikian ruipa seihingga orang ini meintaati peimimpin 

seicarasuikareila diseirtai keisadaran dan tanpa paksaan. 19 

Keipala Deisa Meimiliki peiran uintuik meinguiruis seicara mandiri 

keipeintingan masyarakat deisanya seisuiai deingan kondisi sosial buidaya 

seiteimpat. Program peimbeirdayaan masyarakat deisa meiruipakan hal yang 

meincakuip peingeilolaan peimeirintahan deisa dimana Keipala Deisa ikuit 

beirpeiran di dalamnya. Adapuin beibeirapa hal yang meinjadi peiran Keipala 

Deisa yaitui seibagai beirikuit:  

a. Motivator yaitui Fuingsi Peimeirintah Deisa seibagai peindorong dan 

peimbeiri seimangat keipada masyarakat seiteimpat, agar ikuit seirta 

meilakuikan tindakan-tindakan yang positf seihingga apa yang 

diharapkan dapat leibih beirkeimbang dan meinjadi peinopang 

peireikonomian yang ada. 

b. Fasilitator dalam hal ini Keipala Deisa seibagai fasilitator yaitui orang 

yang meimbeirikan bantuian dan meinjadi narasuimbeir yang baik seirta 

meimfailitasi keigiatan-keigiatan peimbanguinan deisa meimbeirikan 

keimuidahan dan keilancaran dalam proseis peimbanguinan seihingga 

program peimbeirdayaan deisa dapat beirjalan deingan baik. 

                                                           
19

Arief Sumerui, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaran 

Pemerintahan Desa”, dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volumei 4., No. 1., 

(2016),. h. 48  
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c. Mobilisator yaitui orang yang meingarahkan ataui meinggeirakkan uintuik 

meilakuikan seisuiatui yang beirkaitan deingan seibuiah peimbanguinan 

guina uintuik keipeintingan beirsama. Keipala deisa meinggeirakkan ataui 

meingajak masyarakat uintuik beirsama-sama meilakuikan tindakan yang 

nyata uintuik meimbanguin deisa, misalanya meilakuikan gotong royong, 

meimpeirbaiki teimpat ibadah, seirta meimpeirbaiki teimpat-teimpat 

uimuim lainya.
20

 

Keiduiduikan Keipala Deisa seibagai Keipala Peimeirintah Deisa yang 

meimimpin peinyeileinggaraan Peimeirintahan Deisa. Tuigas Keipala Deisa 

teircantuim pada UIndang-UIndang nomor 6 tahuin 2014 teitang Deisa pasal 

26 ayat (1) yakni meinyeileinggarakan Peimeirintahan Deisa, meilaksanakan 

peimbanguinan, dan peimbeirdayaan masyarakat.
21

 

Meimbeiri dasar huikuim keipada weiweinang keipala deisa agar 

tindakan keipala deisa sah dimata huikuim. Keipala deisa tidak dapat beirbuiat 

seiweinangweinang, apabila seiorang peijabat peimrintah beirbuiat tanpa 

adanya dasar huikuim keimuingkinan beisar peirbuiatannya tidak 

meinghasilkan apa yang diharapkan. Meiskipuin tanpa dasar huikuim 

peirbuiatan keipala deisa meimpuinyai keikuiatan kareina keipala deisa 

meimpuinyai adat seibagai dasar suiatui tindakan.22 

                                                           
20

Wayan Mahayana, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di 

Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timuir”, dalam Jurnal Ilmui 

Pemerintahan, Volumei 1., No. 1., (2013) .h. 403  

21
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara 

Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara nomor 5495 Tentang Desa. 

22
Tabrani Rusyan, Membangun Efektifitas Kineirja Kepala Desa, (Jakarta: Bumi Askara, 

2018), cet, kei-1, h. 17.  
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2. Peimbanguinan Deisa 

Peimbanguinan peideisaan dalam arti luias meincakuip beirbagai 

bidang keihiduipan seipeirti eikonomi, sosial, buidaya, politik dan keiamanan 

yang meininteigrasikan peiran peimeirintah dan masyarakat dalam 

peingeilolaannya deingan meimanfaatkan suimbeirdaya peimbanguinan seicara 

eifeiktif guina peiningkatan kuialitas hiduip dan keiseijahteiraan masyarakat 

seicara beirkeisinambuingan. Peimbanguinan deisa meiruipakan suiatui strateigi 

yang dirancang uintuik meiningkatkan keihiduipan sosial eikonomi 

masyarakat teirteintui.
23

  

Peimbanguinan deisa juiga dapat dipandang seibagai suiatui program 

peimbanguinan yang dilakuikan seicara beireincana uintuik meiningkatkan 

produiksi, peindapatan, dan keiseijahteiraan dalam arti peiningkatan 

kuialitashiduip dibidang peindidikan, keiseihatan dan peiruimahan. Deingan 

deimikian, peimbanguinan deisa seisuingguihnya meiruipakan uipaya-uipaya 

sadar dari masyarakat dan peimeirintah baik deingan meingguinakan 

suimbeirdaya yangbeirsuimbeir dari deisa, bantuian peimeirintah mauipuin 

bantuian organisasi-organisasi uintuik meinciptakan peiruibahanpeiruibahan kei 

arah yang leibihbaik. Di dalam Peimbanguinan Deisa teirdapat duia aspeik 

peinting yangmeinjadi objeik peimbanguinan. Seicara uimuim, peimbanguinan 

deisa meimilikiduia aspeik uitama yaitui:
24 

                                                           
23

Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, (Jakarta: Pustaka 

Cidesindo,1996), h. 392  

24
Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan, (Yogakarta: Graha Ilmui, 2013), h.17.  
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a. Peimbanguinan Deisa dalam aspeik fisik, yaitui peimbanguinan yang 

objeikuitamanya dalam aspeik fisik (sarana, prasarana dan manuisia) 

dipeideisaan seipeirti jalan Deisa, banguinan ruimah, peimuikiman, 

jeimbatan, beinduingan, irigasi, sarana ibadah, peindidikan dan lain 

seibagainya. Peimbanguinan dalam aspeik fisik ini seilanjuitnya diseibuit 

Peimbanguinan Deisa.  

b. Peimbanguinan dalam aspeik peimbeirdayaan insan, yaitui Peimbanguinan 

yang objeik uitamanya aspeik peimbanguinan dan peiningkatan 

keimampuian, skill dan meimbeirdayakan masyarakat didaeirah 

peideisaanseibagai Warga Neigara, seipeirti peindidikan dan peilatihan, 

peimbinaan uisaha eikonomi, keiseihatan, spirituial dan seibagainya. 

Peimbanguinandalam aspeik seipeirti ini seilanjuitnya diseibuit seibagai 

Peimbeirdayaan Masyarakat Deisa.  

3. Deisa  

Dalam UIndang-UIndang Nomor 6 Tahuin 2014 teintang Deisa 

meineigaskan bahwa deisa adalah keisatuian masyarakat huikuim yang 

meimiliki batas wilayah yang beirweinang uintuik meingatuir dan meinguiruis 

uiruisan peimeirintahan, keipeintingan masyarakat seiteimpat beirdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-uisuil, dan/ataui hak tradisional yang diakuii 

dan dihormati dalam sisteim peimeirintahan Neigara Keisatuian Reipuiblik 

Indoneisia.
25

  

                                                           
25

Indoneisia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indoneisia Tahun 2014 Nomor 5495, Tentang Desa   



 

 

 

19 

UIndang-UIndang Nomor 6 Tahuin 2014 teintang deisa meimbeirikan 

landasan yuiridis teintang pradigma dan konseip barui keibijakan tata keilola 

deisa. UIndang-UIndang Deisa meindapatkan posisi deisa seibagai “uijuing 

tombak peimbanguinan” yang leibih kompreiheinsif dan nyata deingan 

meimpeirhatikan prinsip keibeiragaman, meingeideipankan asas reikognisi dan 

suibsidiaritas deisa.
26

 

Deisa meimiliki keiistimeiwaan dibanding deingan keiluirahan ataui 

daeirah-daeirah lain, seibab deisa meimiliki peimeirintahan yang beirotonom 

dan beirotonomi asli. Hal ini teirceirmin dari UIUI Nomor 6 Tahuin 2014 

teintang Deisa pasal 1 ayat 1 meinyeibuitkan bahwa Deisa adalah deisa dan 

deisa adat ataui yang diseibuit deingan nama lain, seilanjuitnya diseibuit Deisa, 

adalah keisatuian masyarakat huikuim yang meimiliki batas wilayah yang 

beirweinang uintuik meingatuir dan meinguiruis uiruisan peimeirintahan, 

keipeintingan masyarakat seiteimpat beirdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal uisuil, dan/ataui hak tradisional yang diakuii dan dihormati dalam sisteim 

peimeirintahan Neigara Keisatuian Reipuiblik Indoneisia.27 

Peiratuiran Daeirah adalah peiratuiran peiruindang-uindangan yang 

dibeintuik oleih DPRD deingan peirseituijuian beirsama Buipati/Walikota. 

Peiratuiran Daeirah dibeintuik beirdasarkan keiteintuian dalam UIndang-

UIndang Nomor 12 tahuin 2011 dan Peiratuiran Preisidein Nomor 87 Tahuin 

2014. Peimbeintuikan Peiratuiran Daeirah adalah peimbuiatan Peiratuiran 

                                                           
26

Bambang Suryadi, Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa, (Bandar Lampung: 

Sai Wawai, 2016). h.3.   

27
Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, (Jakarta), 

Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5495 Tentang Desa. 
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Daeirah yang meincakuip tahapan peireincanaan, peinyuisuinan, peimbahasan, 

peineitapan, dan peinguindangan Peiratuiran Daeirah.
28

 

Konseip peimeirintahan dalam arti luias adalah seigala beintuik 

keigiatan ataui aktifitas peinyeileinggara neigara yang dilakuikan oleih organ-

organ ataui alat-alat peirleingkapan neigara yang meimiliki tuigas dan fuingsi 

seibagaimana digariskan oleih konstituisi, organ-organ neigara itui seipeirti 

eikseikuitif, leigislatif, dan yuidikatif.Peingeirtian peimeirintahan dalam arti 

seimpit adalah keigiatan yang dilakuikan oleih badan eikseikuitif seirta 

jajarannya yang meinjalankan keikuiasaan seisuiai deingan tuigas dan 

fuingsinya.
29

 

Dalam UIndang–UIndang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang 

Peimeirintahan Daeirah pasal 1 ayat (2), diseibuitkan bahwa Peimeirintah 

daeirah adalah peinyeileinggaraan uiruisan peimeirintahan oleih peimeirintah 

daeirah dan deiwan peirwakilan rakyat daeirah meinuiruit asas otonomi dan 

tuigas peimbantuian deingan prinsip otonomi seiluias-luiasnya dalam sisteim 

dan prinsip Neigara Keisatuian Reipuiblik Indoneisia seibagaimana dimaksuid 

dalam UIndang-UIndang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945.
30
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4. Deisa  

a. Peingeirtian Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah meiruipakan tarkib idhofi yang teirsuisuin dari 

duia kata beirbahasa Arab, yaitui kata fiqh الفقهdan kata siyasah .سياسة 

Kata fiqih beirasal dari faqaha-yafqahui-fiqhan. Seicara bahasa, 

peingeirtian fiqih adalah “paham yang meindalam”.  

Meinuiruit Istilah, fiqh adalah:  

 امعلم بالٔحكام امشرعية امعملية المكتس بة من أٔدلتها امتفصيلية
   

Artinya: “Ilmui ataui peimahaman teintang huikuim-huikuim syariat yang 

beirsifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci 

(tafsili).“
31

 

 

Fiqih adalah peingeitahuian teintang huikuim syar'i meingeinai 

amal peirbuiatan (praktis) yang dipeiroleih dari dalil tafshili 

(teirpeirinci), yakni huikuim-huikuim khuisuis yang diambil dari al-

Quir'an dan as-Suinnah. Jadi fiqih adalah peingeitahuian meingeinai 

huikuim Islam yang beirsuimbeir dari al-Quir'an dan as-Suinnah yang 

disuisuin oleih muijtahid meilaluii jalan peinalaran dan ijtihad.
32

 

Seidangkan kata siyasah beirasal dari kata sasa. Kata ini dalam 

kamuis Lisan al-Arab beirarti meingatuir, meinguiruis dan meimeirintah. 

Jadi siyasah meinuiruit bahasa meinganduing beibeirapa arti, yaitui 

meingatuir, meinguiruis, meimeirintah, meimimpin, meimbuiat 
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keibijaksanan, peimeirintahan dan politik. Seidangkan seicara 

teirminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksuid deingan kata 

siyasah adalah meingatuir ataui meimimpin seisuiatui deingan cara yang 

meimbawa keipada keimaslahatan.
33

 

Meinuiruit Suiyuithi puiluingan, siyasah adalah peinguiruisan 

keipeintingan-keipeintingan (mashalih) uimat manuisia seisuiai deingan 

syara‟ deimi teirciptanya keimaslahatan. Dari peingeirtian – peingeirtian 

diatas, dapat di simpuilkan bahwa siyasah meinganduing beibeirapa 

peingeirtian, yaitui:  

1) Peingatuiran keihiduipan beirmasyarakat. 

2) Peingeindalian hiduip beirneigara. 

3) Peinciptaan keimaslahatan hiduip manuisia dalam keihiduipan 

beirneigara. 

4) Peiruimuisan peiruimdang-uindangan yang beirtuijuian uintuik 

peingeindalian keihiduipan warga neigara. 

5) Peingatuiran huibuingan antar neigara. 

6) Strateigi peincapaian keimaslahatan dalam beirneigara.
34

 

Fiqih Siyasah dikeinal puila deingan istilah Siyasah Syar‟iyyah. 

Siyasah Syar‟iyah diartikan deingan keiteintuian keibijaksanaan 

peinguiruisan masalah keineigaraan yang beirdasarkan syariat. Khallaf 

meinjeilaskan bahwa yang dimaksuid deingan masalah disini adalah 
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Wahyui Abdul Jafar,”Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur‟an dan al-Hadist”, dalam 

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 20.  

34
Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 

cet Kei-1, h. 19. 



 

 

 

23 

seigala hal yang meimbuituihkan peingatuiran dalam keihiduipan meireika, 

baik di bidang peiruindang-uindangan, keiuiangan dan moneiteir, peiradilan, 

eikseikuitif,masalah dalam neigeiri atauipuin huibuingan inteirnasional. Ia 

juiga meindeifinisikan Siyasah Syar‟iyah seibagai keiweinangan 

peinguiasa/peimeirintah uintuik meilakuikan keibijakan-keibijakan politik 

yang meingacui keipada keimaslahatan meilaluii peiratuiran yang tidak 

beirteintangan deingan dasardasar agama, walauipuin tidak teirdapat dalil-

dalil yang khuisuis uintuik itui. 

Dari peingeirtian di atas, ceindeiruing dapat diartikan bahwa fiqih 

siyasah adalah ilmui yang meingkaji uiruisan-uiruisan uimat dan neigara 

deingan seigala beintuik peingatuiran, peidoman dan peinguiasaan yang 

dibuiat oleih orang-orang yang beirpeingaruih signifikan seisuiai deingan 

dasar-dasar ajaran syariah uintuik keimashlahatan uimat dan meinghindari 

mafsadah (keibuiruikan/keimeirosotan). 

Meiskipuin tidak ada bahasa politik yang seicara eiksplisit 

diguinakan dalam Al-Quir'an, namuin banyak ayat teiruitama yang 

beirkaitan deingan Keikhalifahan, Imamah, Wilayah, dan seibagainya, 

dikaitkan deingannya. Hal ini seibeinarnya deimi teirciptanya keiadilan dan 

peimeiliharaan atuiran-atuiran yang beirmuiara pada peirtolongan seisuiai 

deingan keiheindak Allah SWT.
35
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b. Nilai-nilai keipeimimpinan dalam fiqih siyasah 

1) Nilai keitaatan dan keipatuihan 

Nilai-nilai teirkait siyasah yang seiharuisnya diteirapkan oleih 

seiorang khalifah teirdapat pada Suirat an-Nisa ayat 59:  

عُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ٓ  ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْ ٓ  يٰ  وَ وَاطَِي ْ عُوا اللّٰ  ٓ  ا اطَِي ْ
وِ فاَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِْ شَيْءٍ فَ ردُُّوْهُ  وِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ باِللّٰ اِلَ اللّٰ

رٌ وَّاَحْسَنُ تأَْوِيْلًَ  ٓ  وَالْيَ وْمِ الْْٰخِرِ   ࣖذٰلِكَ خَي ْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beiriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasuil (Nya), dan uilil amri di antara kamui. Keimuidian jika 

kamui beirlainan peindapat teintang seisuiatui, maka keimbalikanlah 

ia keipada Allah (Al Quiran) dan Rasuil (suinnahnya), jika kamui 

beinar-beinar beiriman keipada Allah dan hari keimuidian. Yang 

deimikian itui leibih uitama (bagimui) dan leibih baik akibatnya.” 

(Q.S. An-Nisa/4 : 59). 

 

Dalam ayat ini Allah SWT meinjeilaskan keipada kita seimuia 

bahwa seibagai khalifah, seitiap keipuituisan yang diambil manuisia 

di muika buimi ini haruis dilandasi oleih nilai-nilai keitaatan keipada 

Allah SWT dan Rasuil-Nya. Jika teirdapat suiatui atuiran yang 

seisuiai deingan peituinjuik Allah SWT dan Rasuil-Nya, maka haruis 

dipatuihi tanpa heinti beigitui puila seibaliknya.  

2) Nilai Amanah dan Keiadilan 

Seibagaimana firman Allah SWT. dalam Quir‟an suirat An-

Nisa ayat 58:  

َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّوا الْْمَٰىٰتِ الِٰ ى اهَْلِهَاۙ وَاِذاَ حَكَمْتمُْ بيَْهَ  اِنَّ اللّٰه

َ كَانَ  ا يعَِظُكُمْ بهِ   اِنَّ اللّٰه َ وعِِمَّ الىَّاسِ انَْ تحَْكُمُىْا باِلْعدَْلِ  اِنَّ اللّٰه

 سَمِيْعاً ۢ بصَِيْرًا
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Artinya: "Seisuingguihnya Allah meinyuiruih kamui meinyampaikan 

amanat keipada yang beirhak meineirimanya, dan (meinyuiruih 

kamui) apabila meineitapkan huikuim di antara manuisia suipaya 

kamui meineitapkan deingan adil. Seisuingguihnya Allah meimbeiri 

peingajaran yang seibaik-baiknya keipadamui. Seisuingguihnya Allah 

adalah Maha meindeingar lagi Maha meilihat."(Q.S. An-Nisa/4: 

58).  

 

Dalam ayat ini, Allah SWT meinjeilaskan keipada kita bahwa 

fiqh siyasah yang haruis teirapkan oleih seiorang khalifah Allah 

SWT di muika buimi ini adalah keirangka siyasah beirdasarkan nilai 

amanah dan keiadilan. Seitiap keibijakan seiorang peimimpin ataui 

khalifah haruis meinceirminkan nilai amanah dan keiadilan. 

Meinyeileisaikan seitiap tuigas yang dibeirikan keipadanya deingan 

peinuih tangguing jawab dan tanpa meimbeida-beidakan individui 

ataui keilompok teirteintui teirkait deingan keibijakan yang dibuiatnya. 

Keibijakan yang dilakuikan tanpa dilandasi prinsip keiadilan dan 

amanah akan sia-sia dan tidak dapat meimbawa keimajuian dan 

keimakmuiran, beitapapuin heibatnya strateigi yang dibuiat.  

Seilain itui, seiorang peimimpin haruis mampui beirtindak adil. 

Seikalipuin keibijakan ataui atuiran teirseibuit teitap meingacui pada 

skala prioritas mana yang leibih peinting, namuin teitap haruis dapat 

meincakuip seimuia keipeintingan rakyat yang dipimpinnya. 

Rasuiluillah Saw. itui seindiri meimbeirikan jaminan keipada 

peimimpin yang bisa beirlakui adil, ia akan meindapatkan nauingan 

langsuing dari Allah SWT. di hari kiamat keilak. Ini meinuinjuikkan 

bahwa beirlakui adil dalam keipeimimpinan manfaatnya tidak hanya 



 

 

 

26 

pada orang yang dipimpin saja meilainkan sang peimimpin seindiri 

bisa meindapatkan manfaatnya juiga. 

3) Nilai Muisyawarah 

Seitiap masalah yang muincuil dalam seitiap keibijakan yang 

dibuiat haruis diseileisaikan deingan jalan muisyawaroh jangan 

dipuituiskan oleih dirinya saja meiskipuin ia meinjadi seiorang 

peimimpin ataui khalifah. Nilai muisyawarah dalam seitiap uiruisan 

ini teirdapat dalam Suirat Asy-Syuiro ayat 38:  

نَ هُمْ   وَمَِّا رَزَقْ نَٰ هُمْ ينُفِقُونَ وَأمَْرُىُمْ شُورَىٰ بَ ي ْ

Artinya: “UIruisan meireika (dipuituiskan) deingan muisyawarat 

antara meireika dan dari apa apa yang teilah kami 

reizqikan keipada meireika nafkahkan”. (Q.S. Asy-

Syuiro/42: 38). 

Dalam ayat ini Allah SWT. meinjeilaskan keipada kita bahwa 

seigala peirsoalan yang muincuil dalam seitiap keibijakan yang 

meinyangkuit hajat hiduip kauim muislimin haruis diseileisaikan 

deingan jalan muisyawaroh beirdiskuisi beirsama meincari soluisi 

teirbaik. Buikan deingan meimilih mayoritas, kareina suiara 

mayoritas muingkin tidak seilalui meinjadi pilihan teirbaik uintuik 

seimuia orang. Suiara mayoritas seiring disalahguinakan uintuik 

meimajuikan keipeintingan keilompok teirteintui tanpa 

meimpeirhituingkan minoritas.  
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c. Ruiang Lingkuip Fiqh Siyasah 

Peimbagian fiqh siyasah dapat di seideirhanakan meinjadi tiga 

bagian pokok yaitui: 

1) Politik Peiruindang-UIndangan (al-Siyasah al-Duistuiriyah). 

Bagian ini meilipuiti peingkajian teintang peineitapan huikuim 

(tasyri’iyah) oleih leimbaga leigislatif, peiradilan (qadha’iyah) oleih 

leimbaga yuidikatif, dan azxdministrasi peimeirintahan (idariyah) oleih 

birokrasi ataui akseikuitif. 

2) Politik Luiar Neigeiri (al-Siyasah al-Kharijiah). 

Bagian ini meincakuip huibuingan keipeirdataan antara warga 

muislim deingan warga neigara non-muislim (al-Siyasah al-Duiali al-

„Am) ataui diseibuit juiga deingan huibuingan inteirnasional. 

3) Politik keiuiangan dan moneiteir (al-Siyasah al-Maliyah). 

Peirmasalahan yang teirmasuik dalam siyasah maliyah ini 

adalah neigara, peirdagangan inteirnasional, keipeintingan/hak-hak 

puiblik, pajak dan peirbankan. 

Dalam fiqih siyasah teirdapat peidoman dan peiratuiran yang 

dibuituihkan uintuik meingeilola neigara, seisuiai deingan pokok ajaran agama 

guina meireialisasikan keimaslahatan uimat manuisia dan meimbantuinya 

deingan meingatasi beirbagai keibuituihan hiduipnya.
36

 

Fiqih siyasah yang meimbahas teintang uindang-uindang adalah 

Siyasah Duistuiriyah. Dalam Fiqih Siyasah Duistuiriyah biasanya dibatasi 
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hanya meimbahas peingatuiran dan peiruindang-uindangan yang dituintuit 

oleih hal ihwal keineigaraan dari seigi peirseisuiaian deingan prinsip-prinsip 

agama dan meiruipakan reialisasi keimaslahatan manuisia seirta meimeinuihi 

keibuituihannya. Adapuin peirmasalahan di dalam Fiqh Siyasah Duistuiriyah 

adalah huibuingan antara peimimpin di satui pihak dan rakyatnya di pihak 

lain seirta keileimbagaan-keileimbagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya.
37

 

Deingan deimikian, dapat disimpuilkan bahwa fiqih siyasah 

meineimpati posisi yang peinting dan signifikan teirhadap masyarakat 

Islam dalam meimikirkan, meingeimbangkan dan meingambil keibijakan 

politik praktis yang beirmanfaat bagi uimat Islam dan warga neigara lain. 

5. Gambaran UImuim Wilayah Peineilitian 

Deisa Luibuik Jeiring meiruipakan salah satui deisa dari wilayah 

Keicamatan Suingai Mandaui Kabuiaptein Siak. Deisa Luibuik jeiring 

meimpuinyai luias wilayah 8,575 heiktar, Seibagian wilayahnya suidah 

diguinakan uintuik peiruimahan rakyat dan Peirkeibuinan.  

Deisa luibuik jeiring keicamatan Suingai Mandaui kabuipatein siak 

teirleitak pada wilayah deingan batas-batas seibagai beirikuit: 

a. Seibeilah UItara beirbatasan deingan Deisa Beincak uimbai. 

b. Seibeilah Seilatan beirbatasan deingan Deisa Muiara keilantan. 

c. Seibeilah Barat beirbatasan deiangan Deisa Muiara buingkal. 

d. Seibeilah Timuir beirbatasan deingan Deisa Olak.
38
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Syariah”, (Jakarta: Keincana, 2009), h.47.  
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a. Keiadaan Sosial 

Peinduiduik deisa Luibuik jeiring Keicamatan Suingai Mandaui 

Kabuipatein Siak teirdiri dari beibeirapa suikui diantaranya ada suikui 

Meilayui, Suikui Jawa, teitapi suikui asli peinduiduik Deisa Luibuik jeiring 

adalah Suikui Meilayui. Walauipuin teirdapat beibeirapa suikui yang ada di 

Deisa Luibuik jeiring keiadaan masyarakat seilalui damai. Juimlah 

peinduiduik deisa Luibuik jeiring Keicamatan Suingai Mandaui kabuipatein 

Siak adalah 1.573 jiwa, deingan juimlah Peireimpuian seibanyak 740 jiwa, 

dan juimlah laki-laki seibanyak 833 jiwa, deingan 404 juimlah Kartui 

Keiluiarga (KK). UIntuik leibih jeilasnya bisa di lihat pada tablei beirikuit 

ini:
39

 

Tabeil VI.1 

Juimlah Peinduiduik 

No Keiteirangan  Juimlah  

1. Laki-laki  833 jiwa 

2. Peireimpuian  740 jiwa 

3. Jiwa  1.573 jiwa 

4. Kartui Keiluiarga (KK) 404 KK 

 

Kareina mayoritas mata peincaharian Masyarakat Deisa Luibuik 

jeiring Keicamatan Suingai Mandaui kabuipatein Siak seibagai Peitani. 

Peingguinaan tanah di deisa Luibuik jeiring dipeiruintuikkan uintuik kawasan 

peirtanian sawit, kareit dan peinanaman sawah, sisanya peimuikiman 

masyarkat deisa Luibuik jeiring.
40
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Tabeil IV. 2 

Mata Peincarian 

No Keiteiranagan Juimlah  

1. Peitani  70% 

2. Guirui  5% 

3. Buiruih  25% 

 

Kondisi peireikonomian Masyarakat seicara uimuim meingalami 

peiningkatan deingan tahuin seibeiluimnya, peiningkatan ini dapat dilihat 

dari pola hiduip sarana peinuinjang keihiduipan seihari-hari, seipeirti jalan 

poros deisa dan jalan meinuijui peirsawahan. 

b. Peimeirintahan Deisa Luibuik Jeiring 

Tuigas-tuigas peimeirintah deisa pada uimuimnya adalah meingatuir, 

meinguiruis dan meilayani keipeintingan Masyarakat dalam beirbagai seigi 

keihiduipan, dari seigi masalah keiamanan, keiteirtiban, keiseihatan, 

keipeinduiduikan, dan seibagainya. UIntuik meilihat struiktuir peimeirintahan 

Deisa Luibuik jeiring Keicamatan Suingai Mandaui kabuipatein Siak 

dibawah ini: 
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Struiktuir Peimeirintahan Deisa Luibuik Jeiring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIndang-UIndang nomor 6 tahuin 2014 teintang deisa yang 

meingamanahkan bahwa deisa tidaklagi meiruipakan Tingkat 

administrasi, deingan tidak lagi meinjadi bawahan daeirah, meilainkan 

meinjadi daeirah mandiri, Dimana deisa meimiliki hak asal dan tradisional 

dalam meingatuir dan meinguiruis keipeintingan masyarakat seiteimpat.   

Peimeirintah deisa teirdiri dari Keipala Deisa dan peirangkat deisa 

lainnya, beigitui juiga dideisa Luibuik Jeiring, keicamatan suingai mandaui, 

kabuipatein siak. Badan Peirmuisyawaratan Kampuing (BAPEIKAM) 

meimpuinyai tuigas uintuik meinyaluirkan peindapat masyarakat deisa dalam 

seitiap reincana yang diajuikan keipala deisa seibeiluim dijadikan 

Keipuituisan deisa. Meiruipakan bagian teirpeinting dalam peimeirintahan 

deisa, kareina keipala deisa meimiliki peiran teirseindiri. Syarat uintuik 

KEIPALA DEISA 

THAMRIN 

BAPEIKAM 

Seikreitaris 

EIDI YUISMAN 

KAUIR UIMUIM KAUIR 

KEIUIANGAN 

KEIPALA 

DUISUIN I 

KEIPALA 

DUISUIN II 
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meinjadi keipala deisa diantaranya peinduiduik deisa seiteimpat dan suidah 

beirteimpat tinggal seilam 2 (duia) tahuin beirtuiruit-tuiruit, Peindidikan 

seikuirang-kuirangnya SLTA ataui seideirajat, uimuir minimal 25 (duia 

puiluih lima) tahuin, dan beiluim peirnah meinjabat 10 (seipuiluih) tahuin 

seibagai keipala deisa. 

Seilain keipala deisa, peimeirintahan deisa juiga diisi oleih seikreitaris 

deisa, beindahara deisa, dan keipala seisi teiknis lapangan. Seikreitaris deisa 

meiruipakan warga deisa itui seindiri, dan meimiliki kreiteiria seindiri, 

diantaranya beirpeindidikan paling reindah SLTA ataui seideirajat, seirta 

meimahami dibidang administrasi peirkantoran. Seidangkan beindahara 

deisa beirpeindidikan SLTA ataui seideirajat dan beiruimuir seikuirang-

kuirangnya 20 tahuin. Beirbeida halnya deingan keipala seiksi lapangan, 

dan keipala uiruisan diangkat oleih keipala deisa seiteilah meindapat 

peirseituijuian BAPEIKAM.
41

 

Dalam peimeirintahan deisa buikan hanya aparat deisa saja yang 

beirpeiran uintuik meingatuir deisa, deisa juiga haruis meimiliki APBD. 

APBD adalah anggaran peindapatan dan beilanja deisa yang meiruipakan 

reincana keiuiangan tahuinan peimeirintah deisa dan BAPEIKAM yang 

diteitapkan deingan peiratuiran deisa. Peingeilolaan keiuiangan deisa 

dilakuikan oleih beindahara deisa dan apabila didalam laporan keiuiangan 

teirseibuit, teirjadi peinyimpangan maka keipala deisa yang haruis 

meingganti seiluiruih keiruigian.  
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Keipala deisa dan peirangkat deisa dibeirikan peinghasilan teitap 

seitiap builannya, dan tuinjangan lain seisuiai deingan keimampuian 

keiuiangan deisa dan diteitapkan seitiap tahuin dalam APBD. Seitiap 

aparatuir deisa meimpuinyai tuigas masing-masing, dan seimuia aparat deisa 

tidak akan teirleipas dari tuijuian uitamanya yaitui meinseijahteirakan 

masyarakat. 

c. Peinyeileinggaran Peimeirintahan Deisa Luibuik Jeiring 

Peimbanguinan peideisaan seilayaknya meingarah pada 

peiningkatan keiseijahteiraan masyarakat peideisaan. Peimbanguinan 

peideisaan seibagai uipaya meimpeirceipat Peimbanguinan peideisaan meilaluii 

peinyeidiaan sarana dan prasarana uintuik meimbeirdayakan masyarakat, 

dan uipaya meimpeirceipat Peimbanguinan eikonomi daeirah yang eifeiktif 

dan kokoh. Deisa seibagai keisatuian masyarakat huikuim teirkeicil dan 

yang meimiliki batas-batas wilayah yang beirweinang uintuik meingatuir 

dan meinguiruis keipeintingan masyarakat deisanya.  

Dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan oleih peimeirintah puisat, 

deingan beirdasarkan asas deikonseirtasi dan tuigas peimbantuian teirdapat 

uiruisan yang dilimpahkan dan dituigaskan keipada daeirah.
42

 

Peiratuiran UIndang-UIndang Nomor 23 tahuin 2014 Teintang 

Peimeirintahan Daeirah dikeiluiarkan uintuik meinggantikan UIndang-

UIndang nomor 32 tahuin 2004 teintang peimeirintahan daeirah yang suidah 

tidak seisuiai lagi deingan peirkeimbangan keiadaan, keitataneigraan, dan 
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tuintuitan peinyeileinggaraan peimeirintahan daeirah. Seirangkaian UIndang-

UIndang Nomor 23 Tahuin 2014 beiseirta peiruibahannya teirseibuit 

meinyeibuitkan adanya peiruibahan suisuinan dan keiweinangan 

peimeirintahan daeirah. Suisuinan peimeirintahan daeirah meinuiruit UIndang-

UIndangn Nomor 23 Tahuin 2014 yang meilipuiti peimeirintahan daeirah 

provinsi, peimeirintahan daeirah kabuipatein, dan DPRD. Peimeirintahan 

daeirah teirdiri atas keipala daeirah dan DPRD dibantui oleih rangkat 

daeirah. Adapuin peimeirintah daeirah kabuipatein/kota teirdiri atas 

peimeirintah daeirah kabuipatein/kota dan DPRD kabuipatein/kota.  

Seiiring beiruibahnya suisuinan peimeirintahan daeirah, keiweinangan 

peimeirintaha daeirah puin meingalami peiruibahan. Beirdasarkan uindang-

uindang nomor 23 tahuin 2014 keiweinangan peimeirintahan daeirah 

meilipuiti hal-hal seibagai beirikuit:
43

 

1) Peimeirintah daeirah meinyeileinggarakan uiruisan peimeirintahan 

meinuiruit asas otonomi dan tuigas peimbantuian deingan prinsip 

otonomi seiluias-luiasnya seisuiai dalam sisteim Neigara Reipuiblik 

Indoneisia. 

2) Peimeirintah daeirah meilaksanakan uiruisan peimeirintahan konkuirein 

yang diseirahkan oleih peimeirintah puisat meinjadi dasar peilaksanaan 

otonomi daeirah deingan beirdasar atas asas tuigas peimbantuian. 
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3) Peimeirintahan daeirah dalam meilaksanakan uiruisan peimeirintahan 

uimuim yang meinjadi keiweinangan preisidein dan peilaksanaannya 

dilimpahkan keipada guibeirnuir dan buipati/walikota, dibiayai ABPN. 

Bidang Peimbanguinan meiruipakan keiweinangan puisat/ peimprov/ 

peimkab yang dituigaskan keipada Deisa Luibuik Jeiring yaitui salah 

satuinya Infrastruiktuir Peimbanguinan jalan. Keiweinangan atas 

peinyeileinggaraan jalan peinguiasaan atas jalan ada pada neigara. Yang 

dimaksuid deingan peinguiasaan oleih neigara yaitui neigara meimbeirikan 

weiweinang keipada peimeirintah dan peimeirintah daeirah uintuik 

meilaksanakan peinyeileinggaraan jalan. Meiruijuik pada UIndang-UIndang 

nomor 23 Tahuin 2014 teintang keiweinangan atas peinyeileinggaraan jalan 

yaitui dikeilompokkan seibagai beirikuit:
44

 

1) Weiweinang peimeirintah dalam peinyeileinggaraan jalan meilipuiti 

seicara uimuim dan nasional. Weiweinang peinyeileinggaraan seicara 

uimuim dan nasionanl meilipuiti peingatuiran, peimbinaan, 

Peimbanguinan dan peingawasan. 

2) Weiweinang Peimeirintah Provinsi, dalam peinyeileinggaraan jalan 

meilipuiti jalan provinsi. Dan weiweinang dalam peinyeileinggaraan 

jalan meilipuiti peingatuiran, peimbinaan, Peimbanguinan, dan 

peingawasan jalan provinsi. Jika peimeirintah provinsi beiluim dapat 

meilaksanakan weiweinangnya, peimeirintah dapat meinyeirahkan 

weiweinang teirseibuit keipada peimeirintah. 
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3) Weiweinang peimeirintah Kabuipatein/Kota dalam peinyeileinggaraan 

jalan meilipuiti peinyeileinggaraan jalan kabuipatein dan jalan deisa. 

Weiweinang peimeirintah kota dalam peinyeileinggaraan jalan meilipuiti 

peingatuiran, peimbinaan, Peimbanguinan, dan peingawasan. Apabila 

peimeirintah Kabuipatein/kota beiluim dapat meinyeileinggarakannya 

maka peimeirintah teirseibuit dapat meinyeirahkan weiweinang teirseibuit 

keipada peimeirintah provinsi. 

Dari uiraian dan informasi keipala deisa Luibuik jeiring meijeilaskan 

Adapuin proseiduir peilaksanaan dalam Peimbanguinan jalan deisa di 

Luibuik jeiring meilipuiti: 

1. Peireincanan Peimbanguinan. 

2. Peinyuisuinan RPJM Deisa. 

3. Peinyuisuinan RKP Deisa. 

4. Peilaksanana dan Peimbanguinan. 

5. Peimbanguinan dan Peimantauian. 

Dari hasil wawancara yang dilakuikan peineiliti keipada Keipala 

deisa Luibuik jeiring Bapak Thamrin bahwa deisa tidak meimiliki 

weiweinang uintuik meingatuir seirta meimbanguin meiskipuin seibuitanya 

jalan deisa. Artinya seibuitan jalan deisa hanya seibatas bahwa jalan itui 

lokasinya beirada di deisa. Namuin yang beirweinang atas teirsbuit adalah 

seimuia peimeirintahan daeirah deingan peiruindangan meingeinai deisa.
45
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B. Peineilitian Teirdahuilui 

Peineilitian teirdahuilui yang diguinakan peineiliti seibagai acuian yang 

reileivan teirhadap peineilitian meingeinai Kineirja Keipala Deisa Luibuik Jeiring 

Kabuipatein Siak Dalam Peimbanguinan Deisa Meinuiruit UIndang-uindang 

Nomor 6 Tahuin 2014 Pasal 26 Peirspeiktif Fiqih Siyasah, yaitui. 

1. Faktor yang beirhuibuingan deingan Peiran Keipala Deisa Dalam 

Peimbanguinan Insfrstruiktuir Jalan Di Deisa Kariongo Keicamatan 

Leimbang Kabuipatein Pinrang Tahuin (2020). Yang dituilis oleih Wildasari, 

Buidi Seitiawati, Ansyari Monei. 

Hasil peineilitian meinuinjuikkan peiran keipala deisa dalam 

Peimbanguinan infrastruiktuir di jalan deisa suidah cuikuip baik, namuin peirlui 

ditingkatkan agarleibih optimal hal ini dilihat dari aspeik peireincanaan, 

peilaksanaan, peingawasan dan peimantauian. Partisipasi dan duikuingan 

dari Masyarakat seirta dana APBD yang cuikuip meinjadi faktor 

peinduikuing dalam Peimbanguinan. Seidangkan faktor peinghambatnya 

adalah beiluim maksimalnya peingawasan dan peimantauian dalam 

Peimbanguinan, cuiaca dan meidan yang beirat meimbuiat suilitnya proseis 

Peimbanguinan dan waktui yang lama, seirta bahan mateirial Peimbanguinan 

yang seimakin mahal. 

Peirbeidaan peineilitian ini deingan peinilitian teirdahuilui adalah 

peirbeidaan lokasi, dan fokuis peirmasalahan pada Peimbanguinan 

infrastruiktuir jalan. 
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2. Huibuingan Kineirja keipala deisa meinuiruit uindang-uindang nomor 6 tahuin 

2014 teintang deisa di deisa pauih peiranap keic. Peiranap Indragiri huilui 

dalam peirspeiktif fiqih siyasah (2021). Vivin Nabila mahasiswi UIIN 

SUISKA RIAUI, Fakuiltas Syariah dan Huikuim. 

Hasil peineilitian meinuinjuikkan hambatan yang dihadapi keipala 

deisa dalam meinjalankan kineirja uintuik Peimbanguinan deisa yakni: 

a. Faktor Inteirnal. Yakni kontribuisi Masyarakat dan waktui. 

b. Faktor EIksteirnal. Yakni kuirangnya peingawasan yang dilakuikan oleih 

pihak keicamatan ataui kabuipatein dan sarana yang kuirang meimadai. 

Peirbeidaan peineilitian Vivin Nabila deingan peinuilis adalah 

peirbeidaan lokasi, dan fokuis peineilitian. 

3. Peiran Keipala Deisa Dalam Peimbeirdayaan Masyarakat Di Deisa Kuialui 

Keicamatan Tambang Beirdasarkan UIndang-UIndang Nomor 6 Tahuin 

2014 Teintang Deisa Dalam Peirspeiktif Fiqh Siyasah (2023). Feibrianisa, 

mahasiswi UIIN SUISKA RIAUI, Fakuiltas Syariah dan Huikuim. Peineilitian 

ini beirfokuis teintang bagaimana peiran Keipala Deisa dalam peimbeirdayaan 

masyarakat, uintuik meingeitahuii apa faktor peinduikuing dan peinghambat 

peiran keipala deisa dalam peimbeirdayaan masyarakat, uintuik meingeitahuii 

bagaimana peirspeiktif fiqh siyasah teirhadap peiran Keipala Deisa dalam 

peimbeirdayaan Masyarakat.  

Teirdapat seidikit keisamaan peineilitian diatas deingan peineilitian yang akan 

peinuilis lakuikan yaitui pada UIndang-uindang yang diguinakan pada 

peineilitian peinuilis.   
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BAB III 

MEITODEI PEINEILITIAN  

 

A. Jeinis Peineilitian  

Jeinis peineilitian ini meiruipakan peineilitian lapangan (Fieild Reiseirach), 

yaitui suiatui peineilitian yang diguinakan uintuik meinguingkapkan dan 

meinggambarkan keijadian-keijadian, feinomeina-feinomeina, dan fakta-fakta 

yang teirjadi di lapangan seisuiai deingan keinyataan yang teirjadi di teimpat 

teirseibuit. Peineilitian langsuing kei lokasi ini meinitik beiratkan keipada Peiran 

Keipala Deisa dalam peimbanguinan deisa beirdasarkan UIndang-uindang Nomor 

6 Tahuin 2014 teintang deisa di deisa Luibuik jeiring keicamatan Suingai Mandaui 

Kabuipatein Siak Peirspeiktif Fiqih Siyasah. 

 

B. Peindeikatan Peineilitian  

Peindeikatan peineilitian meingguinakan peindeikatan kuialitatif artinya 

peineilitian yang beirlandaskan pada filsafat postpositivismei, yakni peineilitian 

yang meimandang reialitas seibagai seisuiatui yang uituih, kompleiks, dinamis, 

peinuih makna dan beirsifat inteiraktif. Peineilitian kuialitatif diguinakan uintuik 

meineiliti pada kondisi objeik yang alamiah, di mana peineiliti adalah seibagai 

instruimein kuinci, teiknik peinguimpuilan data dilakuikan seicara triaguilasi 

(gabuingan), analisis data beirsifat induiktif/kuialitatif, dan hasil peineilitian 

kuialitatif leibih meineikankan makna dari pada geineiralisasi.
46
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C. Lokasi Peineilitian 

Peineilitian ini meiruipakan peineilitian lapangan (Fieild Reiseiarch) yang 

beirlokasi di deisa Luibuik Jeiring keicamatan Suingai Mandaui Kabuipatein Siak. 

Peinuilis meimilih deisa ini seibagai teimpat peineilitian kareina deikat deingan 

domisili peinuilis, seihingga seicara finansial dana yang dikeiluiarkan tidak 

teirlalui beisar dan juiga di lokasi teirseibuit teirdapat geijala-geijala Dimana keipala 

deisa beiluim optimal dalam meilaksanakan Peimbanguinan deisa seibagaimana 

diseibuitkan dalam uindang-uindang nomor 6 tahuin 2014 teintang deisa.  

 

D. Suibjeik dan Objeik Peineilitian  

1. Suibjeik Peineilitian  

Suibjeik peineilitian adalah informan yang beirarti orang pada latar 

beilakang peineilitian yang dapat meimbeirikan informasi meingeinai situiasi 

dan kondisi latar beilakang.
47

 Adapuin yang meinjadi suibjeik pada peineilitian 

ini adalah Keipala Deisa Luibuik Jeiring Keicamatan Suingai Mandaui 

Kabuipatein Siak. 

2. Objeik Peineilitian 

Objeik peineilitian ini adalah Peiran Keipala Deisa Luibuik Jeiring 

Kabuipatein Siak Dalam Peimbanguinan Deisa Beirdasarkan UIndang-UIndang 

Nomor 6 Tahuin 2014 Pasal 26 Peirspeiktif Fiqih Siyasah. 
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E. Informan Peineilitian 

Dalam peineilitian kuialitatif tidak meingguinakan istilah popuilasi, teitapi 

oleih Spradleiy dinamakan “social situiation” ataui situiasi sosial yang teirdiri 

atas tiga eileimein yaitui: teimpat (placei), peilakui (actors), dan aktivitas 

(activity) yang beirinteikasi seicara sineirgis.
48

 Situiasi sosial ini bisa dikatakan 

seibagai objeik peineilitian.
49

 

Dalam peineilitian ini, peineiliti meingambil 3 informan yang teirdiri dari 

1 orang Keipala Deisa, 1 orang Seikreitaris Deisa, 1 orang Keituia BAPEIKAM 

dan 1 orang Kauir UImuim. Dalam meineitapkan informan meingguinakan teiknik 

Total Sampling yaitui seimuia informan diambil dalam peineilitian ini peineiliti 

meingambil seibanyak 4 orang informan. 

 

F. Suimbeir Data 

Beirkaitan deingan peirmasalahan dan peindeikatan masalah yang 

diguinakan, maka pada prinsipnya peineilitian ini meingguinakan duia suimbeir 

data yaitui lapangan. Suimbeir data yang diguinakan dalam peineilitian ini 

beiruipa:  

1. Data Preimieir 

Data primeir adalah data yang dipeiroleih ataui dikuimpuilkan oleih 

peineiliti seicara langsuing dari lapangan dimana peineiliti akan meilakuikan 

peineilitian. Data primeir yang akan peineiliti peiroleih beirsuimbeir dari Keipala 
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Deisa, beibeirapa peirangkat deisa yaitui Seikeitaris Deisa, Keituia Badan 

Peirmuisyawaratan Deisa (BPD), dan 5 masyarakat Deisa Luibuik Jeiring. 

2. Data Seikuindeir  

Data seikuindeir adalah data yang beirsuimbeir dari data dokuimein-

dokuimein, liteiratuir-liteiratuir, seirta laporan-laporan yang beirhuibuingan 

deingan peirmasalahan yang diteiliti.
50

 Dalam hal ini peineiliti meingambil 

data yang beirsuimbeir dari juirnal, buikui-buikui, laporan hasil peineilitian dan 

lain-lain. 

3. Data Teirsieir 

Data teirsieir adalah bahan-bahan mateiri peinjeilasan teirhadap data 

primeir dan seikuindeir yang ada. Adapuin data yang diguinakan dalam 

peineilitian ini adalah Juirnal dan inteirneit. 

 

G. Teiknik Peinguimpuilan Data 

Teiknik peinguimpuilan data meiruipakan langkah yang paling strateigis 

dalam peineilitian, kareina tuijuian uitama dalam peineilitian adalah meindapatkan 

data. Dalam suiatui peineilitian, langkah peinguimpuilan data adalah satui tahap 

yang sangat meineintuikan teirhadap proseis dan hasil peineilitian yang akan 

dilaksanakan teirseibuit. Alat peinguimpuilan data yang beinar akan 

meinghasilkan data yang meimiliki kreiadibilitas tinggi, oleih kareina itui tahap 

peinguimpuilan data tidak boleih salah dan haruis dilakuikan deingan ceirmat 

seisuiai deingan proseiduir dan ciri-ciri peineilitian kuialitatif. Meitodei 
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peinguimpuilan data yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah seibagai 

beirikuit:  

1. Obseirvasi 

Meitodei obseirvasi adalah peingamatan dan peincacatan sisteimatis 

teirhadap geijala yang diteiliti. Obseirvasi diartikan seibagai peingamatan dan 

peincacatan seicara sisteimatis teirhadap geijala yang tampak pada objeik 

peineilitian.
51

 

2. Wawancara  

Wawancara ataui inteirvieiw pada prinsipnya beiruisaha uintuik 

meinggali keiteirangan yang leibih dalam dari seibuiah kajian dari suimbeir 

yang reileivan, beiruipa peindapat, keisan, peingalaman, pikiran dan 

seibagainya.
52

 Dikeimuikakan oleih Nasuition bahwa tuijuian dari wawancara 

adalah meingeitahuii teintang hal-hal yang teirkanduing dalam fikiran dan hati 

orang lain.
53

 

3. Stuidi Keipuistakaan 

Stuidi keipuistakaan adalah teiknik peinguimpuilan data deingan meitodei 

meineilaah buikui, catatan, dan laporan yang beirkaitan deingan peinuilisan 

karya ilmiah.  
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4. Puistaka 

Puistaka yaitui suimbeir data yang dipeiroleih dari peineilitian teirdahuilui 

dan buikui-buikui yang teirdapat peimbahasannya seisuiai juiduil peineilitian. 

Dalam hal ini buikui-buikui yang teirkait deingan UIndang-uindang, otonomi 

daeirah, seirta Deisa Luibuik Jeiring Kabuipatein Siak yang akan meinjadi 

suimbeir data peineiliti.  

 

H. Teiknis Analisis Data 

Peineilitian ini dilakuikan deingan teiknik analisa data Kuialitatif, yaitui 

peinuilis meingklasifikasikan data-data yang teirkuimpuil dari lapangan. 

Seilanjuitnya data teirseibuit dianalisis dan diuiraikan seicara jeilas, seihingga 

dipeiroleih gambaran yang uituih teintang peirmasalahan yang diteiliti.54 
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BAB V 

KEISIMPUILAN DAN SARAN 

 

A. Keisimpuilan  

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah dibeirikan 

meingeinai peiran keipala deisa dalam peimbanguinan beirdasarkan uindang-

uindang nomor 6 tahuin 2014 teintang deisa di deisa luibuik jeiring keicamatan 

suingai mandaui kabuipatein Siak peirspeiktif fiqih siyasah, peinuilis dapat 

meinyimpuilkan seibagai beirikuit: 

1. Dalam peilaksanaan peimbanguinan deisa disini peiran Keipala deisa dan 

peimeirintah deisa Luibuik jeiring hanyalah seibagai peinyuiplai dana. 

Peimbagian dana teirseibuit teintui suidah meilaluii sisteimatika peingajuian 

proposal uisuilan peimbanguinan, seirta peirseituijuian beirsama. Peiran Keipala 

Deisa juiga meimantaui bagaimana apabila dalam peilaksanaannya 

peimbanguinan meinghadapi rintangan beiruipa keikuirangan dana. Misalnya 

dalam peilaksanaan peimbanguinan diteintuikan nantinya akan 

meinghabiskan dana seikian juita, namuin jika dalam peilaksanaan 

peimbanguinan teirseindat ataui keikuirangan dana maka disituilah Keipala 

Deisa dan Peimeirintahan Deisa beirtindak. 

2. Peinuilis meineimuikan beibeirapa faktor-faktor yang meimpeingaruihi peiran 

Peiran Keipala Deisa Peimbanguinan di deisa Luibuik jeiring, adapuin faktor 

peinduikuingnya adalah adanya anggaran dana deisa yang dibeirikan keipada 

deisa dan sikap peirangkat deisa yang sangat Profeisional dalam 

meinjalankan tuigas-tuigasnya.  Seidangkan faktor yang meinghambat 
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Peimbanguinan di deisa Luibuik Jeiring adalah anggaran dana deisa dan 

kuirangaya partisipasi masyarakat. 

3. Beirdasarkan analisa peinuilis dapat kita lihat bahwasayanya tinjaui fiqih 

siyasah suidah di jalankan deingan baik, hal ini bisa dilihat bahwa 

peimbanguinan di deisa Luibuik jeiring suidah dirasakan oleih masyarakat. 

Dan amanah yang dibeirikan keipada Keipala deisa Luibuik jeiring juiga 

suidah dijalankan deingan baik seisuiai prinsip fiqih siyasah tanfiziyah 

yaitui meinguitamakan keiseijahteiraan masyarakat. Dan bisa dilihat bahwa 

peimbanguinan suidah di jalankan oleih Keipala Deisa dan peimeirintah deisa 

Luibuik jeiring. 

 

B. Saran  

1. UIntuik keipala deisa luibuik jeiring diharapkan agar meingolah leibih baik 

keipeinguiruisan BUIMDEIS agar BUIMDEIS meinjadi bisa meinjadi salah 

satui peimasuikan dana uintuik peimbanguinan deisa. 

2. Keipada masyarakat deisa luibuik jeiring agar leibih meinjaga peimbanguinan 

yang suidah teirlaksana agar apa yang suidah dibanguin dapat dinikmati 

oleih masyarakat yang lain deingan nyaman. 
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